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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perusahaan asuransi syariah adalah sebuah lembaga yang mau 

menanggung risiko yang mungkin akan terjadi sebagai asuransi yang bertumpu 

pada konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (wa ta’awanu alal 

birri wat taqwa) serta perlindungan (at-ta’min), menjadikan semua peserta 

sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain. Sistem ini diatur 

dengan meniadakan tiga unsur yaitu riba, gharar, maysir, dana hangus dan jasa 

asuransi yang bersifat konvensional.
1
 Asuransi Syariah adalah sebuah sistem 

dimana para peserta meng-infaq-kan/menghibahkan sebagian atau seluruh 

kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim, jika terjadi musibah yang 

dialami oleh sebagian peserta. Peranan perusahaan disini hanya sebatas 

pengelolaan operasional asuransi dan investasi dari dana-dana/kontribusi yang 

diterima/dilimpahkan kepada perusahaan.
2
 

Pengertian asuransi menurut undang-undang No. 2 tahun 1992 adalah 

perjanjian dua orang pihak atau lebih, dengan mana pihak tertanggung 

mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk 

memberikan penggatian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau 

kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada 

                                                 
1
AM. Hasan Ali. Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam. Kencana, Jakarta, 2004 : hlm. 4 

2
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pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari peristiwa yang 

tidak pasti.
3
 

Menurut Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa No. 

21/DSN-MUI/X/2001 pengertian asuransi syariah adalah: asuransi syariah 

(ta’min, takaful, atau tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-

menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui dana investasi dalam 

bentuk asset atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk 

menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
4
  

Sejalan dengan UU No. 2 Tahun 1992, maka asuransi syariah itu pun 

terdiri dari dua jenis, yaitu asuransi syariah umum (asuransi kerugian) dan 

asuransi syariah keluarga (asuransi jiwa). Asuransi syariah umum adalah bentuk 

asuransi syariah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi bencana atau 

kecelakaan atas harta milik peserta asuransi syariah. Sedangkan yang dimaksud 

dengan asuransi jiwa merupakan bentuk perlindungan syariah yang ditujukan bagi 

perorangan yang ingin menyediakan sejumlah uang sebagai cadangan dana untuk 

ahli warisnya seandainya yang bersangkutan meninggal dunia atau sebagai bekal 

di masa tua seandainya selama menjadi peserta asuransi syariah tidak meninggal 

dunia.
5
 

Sebagai lembaga usaha, perusahaan asuransi syariah dituntut untuk 

memiliki sistem manajemen keuangan yang baik dan efisien. 

                                                 
3
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Setiap perusahaan termasuk lembaga asuransi syariah memerlukan suatu 

informasi yang berguna dan sesuai dengan kepentingan perusahaan melalui suatu 

proses atau pengelolaan sistem yang tepat untuk membantu  proses pengambilan 

keputusan. Dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat maka 

diperlukan suatu sistem informasi yang dapat menunjang kinerja suatu 

perusahaan. Perusahaan dibedakan menjadi beberapa bidang, salah satu jenis 

bidang usaha adalah perusahaan yang bersifat profit oriented seperti halnya 

lembaga asuransi syariah yang merupakan perusahaan dengan kegiatan  menjual 

jasa/polis asuransi dengan mengeluarkan biaya operasional dan bertujuan untuk 

menghasilkan keuntungan. Salah satu komponen dari Sistem Informasi Akuntansi 

dalam menunjang kegiatan pokok perusahaan asuransi adalah sistem pencatatan 

laporan keuangan. Sistem ini berguna sebagai pengendalian data keuangan yang  

sebenarnya merupakan hal penting bagi suatu perusahaan asuransi.
6
 

Penerapan suatu Sistem Informasi Akuntansi Asuransi Syariah yang baik 

dan ideal bagi lembaga asuransi syariah, sistem tersebut juga harus sesuai dengan 

nilai-nilai akuntansi dalam Islam. Idealitas sebuah sistem Informasi Akuntansi, 

hal tersebut akan membantu pihak manajemen dalam melakukan langkah dan 

keputusan strategis dari hasil evaluasi laporan keuangannya. Sejak bulan Februari 

2008, Dewan Standar Akuntasi Keuangan (DSAK) telah mengeluarkan PSAK 

No. 111 yang memuat beberapa sistem terkait perkembangan transaksi syariah. 

Pengaturan untuk hawalah digabungkan dengan akad-akad lain dalam PSAK No. 

111 untuk fee-based income yang berbasis syariah, seperti kafalah, jualah, dan 
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wakalah. Dengan demikian, lembaga asuransi syariah yang memiliki akad 

kafalah, hawalah atau wakalah dalam kegiatan operasionalnya, penyusunan 

sistem akuntansi harus berdasarkan PSAK No. 111.
7
 

PT. Allianz Syariah yang merupakan salah satu lembaga asuransi syariah 

memiliki Sistem Akuntansi Asuransi Syariah yang mengakonversi dari sistem 

akuntansi asuransi Allianz Konvensional. Dengan kondisi tersebut, PT. Allianz 

Syariah harus menyesuaikan segala bentuk pengungkapan terkait aktivitas 

keuangannya dengan ketentuan umum operasional asuransi syariah khususnya 

dengan PSAK No. 111. Sebagaimana dengan perusahaan asuransi syariah yang 

lainnya, penerapan sistem PSAK No. 111 komprehensif atau sebagiannya dari 

sistem akuntansi perusahaan, hal ini tergantung dari kebijakan perusahaan itu 

sendiri.  

Sejak awal berdiri di tahun 2011, PT. Allianz Syariah menggunakan 

sistem akuntansi dengan berdasarkan PSAK No. 59. Kemudian awal tahun 2014 

mulai mengkonversi pada PSAK No. 111. Akan tetapi fenomena yang terjadi di 

lapangan, terdapat beberapa pengungkapan aktivitas keuangan dalam kegiatan 

operasional asuransi di PT. Allianz Syariah yang belum sesuai dengan Standar 

Akuntansi Syariah khususnya PSAK No. 111. Salah satu contoh kasus ketidak-

sesuaian tersebut terjadi ketika surplus operasi yang merupakan kewajiabn peserta 

asuransi diungkap pada sisi beban perusahaan (biaya operasional). Hal ini 

mengindikasikan bahwa konversi sistem akuntansi dari Allianz Konvensional 

                                                 
7
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yang digunakan PT. Allianz Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan Standar 

Akuntansi Syariah menurut PSAK No. 111. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staff akunting di PT. 

Allianz Syariah Cabang Bandung Ibu Rina, beliau menuturkan bahwa pengalihan 

sistem akuntansi atau konversi dari PSAK No. 59 ke PSAK No. 111 memang 

dilakukan secara bertahap, karena terdapat beberapa item pengungkapan di PSAK 

No. 111 yang baru dan tidak terdapat pada PSAK No. 59. Sehubungan dengan hal 

itu, PT. Allianz Syariah memiliki sistem akuntansi induk yang mengacu pada 

sistem akuntansi PT. Allianz konvensional.
8
 Hal ini tentu saja menimbulkan 

permasalahan karena terdapat beberapa perbedaan pengungkapan transaksi 

akuntansi pada sisten syariah menurut PSAK No. 111 dengan sistem akunansi 

konvensional pada sistem akuntansi Induk PT. Allianz. 

Kendala-kendala di atas tersebut dapat mengakibatkan kegagalan sistem 

informasi akuntansi pada perusahaan yang mencakup kegiatan operasional yang 

tidak sesuai dengan standar akuntansi lembaga asuransi syariah  sebelum 

penerapannya, sehingga manajemen PT. Allianz Syariah Cabang Bandung 

terpaksa kembali menggunakan sistem informasi akuntansi perusahaan terdahulu. 

Salah satu contoh dari masalah kendala dalam konversi tersebut adalah 

pengungkapan transaksi akuntansi yang terjadi dalam dalam pembayaran premi, 

dimana premi yang dibayar peserta asuransi pendapatan perusahaan asuransi, 

padahal dalam sistem asuransi syariah premi tersebut adalah milik peserta 

asuransi secara kolektif setelah dikurangi fee pengelolaan untuk perusahaan 

                                                 
8
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asuransi. Akan tetapi yang dilakukan oleh sistem akuntansi pada PT. Allianz 

Syariah, premi tersebut dimasukan pada neraca aktiva pendapatan sebagaimana 

yang terjadi lazimnya pada lembaga asuransi konvensional. Peranan PT. Allianz 

Syariah sebagai lembaga perusahaan asuransi seharusnya terbatas pada peran 

underwriter, collector dan claim payer, atau fund manager yang mendapatkan 

pendapatan berasal dari fee pengelolaan dan bagi hasil dari investasi. Pihak PT. 

Allianz seharusnya tidak menepatkan pembayaran premi dalam pendapatan 

kecuali setelah premi tersebut diinvestasikan pada perusahaan rekanan (kustodian) 

atau manajemen investasi yang lain. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji 

lebih jauh mengenai faktor kendala pelaksanaan dan proses konversi sistem 

akuntansi yang dilakukan PT. Allianz Syariah Cabang Bandung ditinjau dari 

ketentuan PSAK No. 111 dengan menuangkannya ke dalam judul : ” FAKTOR-

FAKTOR KENDALA PELAKSANAAN KONVERSI  SISTEM 

AKUNTANSI ASURANSI SYARIAH PSAK NO. 59 KE SISTEM 

AKUNTANSI ASURANSI SYARIAH PSAK NO. 111 DAN UPAYA 

PENANGGULANGANNYA PADA PT. ALLIANZ SYARIAH CABANG 

BANDUNG”. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas serta fokus masalah sebagaimana 

disebutkan, maka masalah penelitian diuraikan pada rumusan masalah sebagai 

berikut : 
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1.3 Bagaimana pelaksanaan konversi sistem akuntansi asuransi syariah PSAK No. 

59 ke PSAK No. 111 di PT. Allianz Syariah Cabang Bandung ? 

1.4 Apa saja faktor-faktor kendala pelaksanaan konversi sistem akuntansi asuransi 

syariah PSAK No.59 ke PSAK No. 111 di PT Allianz Syariah Cabang 

Bandung ?  

1.5 Bagaimana upaya pengangulangan kendala-kendala dari pelaksanaan konversi  

sistem akuntansi asuransi syariah PSAK No. 59 ke PSAK No. 111 pada PT. 

Allianz Syariah Cabang Bandung ?  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui pelaksanaan konversi sistem akuntansi asuransi syariah ke 

PSAK No 111 di PT Allianz Syariah Cabang Bandung. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor kendala pelaksanaan konversi sistem 

akuntansi asuransi syariah ke PSAK No 111 di PT Allianz Syariah Cabang 

Bandung. 

3. Untuk mengetahui upaya pengangulangan kendala-kendala dari pelaksanaan 

konversi  sistem akuntansi asuransi syariah ke PSAK NO. 111 pada PT. 

Allianz Syariah Cabang Bandung. 

 

1.4 Kerangka Pemikiran 

Akuntansi Islam atau Akuntansi syariah pada hakekatnya adalah 

penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam. Akuntansi syariah ada 

dua versi, Akuntansi syariah yang yang secara nyata telah diterapkan pada era 
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dimana masyarakat menggunakan sistem nilai Islami khususnya pada era Nabi 

SAW, Khulaurrasyidiin, dan pemerintah Islam lainnya. Kedua Akuntansi syariah 

yang saat ini muncul dalam era dimana kegiatan ekonomi dan sosial dikuasai ( 

dihegemony) oleh sistem nilai kapitalis yang berbeda dari sistem nilai Islam. 

Kedua jenis akuntansi itu bisa berbeda dalam merespon situasi masyarakat yang 

ada pada masanya. Tentu akuntansi adalah produk masanya yang harus mengikuti 

kebutuhan masyarakat akan informasi yang disuplinya.
9
 

Dalam buku A Statement Of Basic Acounting Theory (ASOBAT) yang 

dikutip oleh Harahap, akuntansi diartikan sebagai proses mengidentifikasikan 

mengukur, dan menyampaikan informasi sebagai bahan informasi dalam hal 

mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan para 

pemakainya.
10

 Dari definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa akuntansi merupakan 

suatu kegiatan jasa, yang fungsinya memberikan informasi kuantitatif, umumnya 

dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk 

digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang digunakan dalam 

memilih di antara beberapa alternatif.  

Pengertian akuntansi di atas merupakan pengertian secara konvensional, 

sedangkan akuntansi syariah merupakan akuntansi yang berdasar prinsip-prinsip 

syariah yang esensi dasarnya merupakan sebuah upaya untuk mendekontruksi 

akuntansi modern ke dalam bentuk yang humanis dan sarat nilai.
11

 Adapun salah 

satu tujuan dari akuntansi syariah yang menjadi pembeda dengan sistem 

                                                 
9
Sofyan. S. Harahap,  Akuntansi Social ekonomi dan Akuntansi Islam, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2005 : hlm. 56 
10

Harahap, Sofyan Syafri, Teori Akuntansi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001 : hlm. 2 
11
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konvensional adalah menentukan hak dan kewajiban pihak terkait termasuk hak 

dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan 

ekonomi lain, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berdasar konsep 

kejujuran, keadilan, kebijakan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islami.
12

 

Akuntansi Syari'ah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya 

akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menerjemahkan fenomena ekonomi 

dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan 

bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. Akuntansi 

Syari'ah termasuk didalamnya isu yang tidak biasa dipikirkan oleh akuntansi 

konvensional. Perilaku manusia diadili di hari kiamat. Akuntansi harus dianggap 

sebagai salah satu derivasi/hisab yaitu menganjurkan yang baik dan melarang apa 

yang jelek. Realitas Akuntansi Syari'ah adalah tercermin dalam akuntansi zakat 

dan lembaga keuangan syariah.  

Dari sisi ilmu pengetahuan, Akuntansi adalah ilmu informasi yang 

mencoba mengkonversi bukti dan data menjadi informasi dengan cara melakukan 

pengukuran atas berbagai transaksi dan akibatnya yang dikelompokkan dalam 

account, perkiraan atau pos keuangan seperti aktiva, utang, modal, hasil, biaya, 

dan laba. Dalam Al Quran disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, 

jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Kita dilarang untuk menuntut keadilan 

ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan bagi orang lain kita menguranginya. 

Dalam hal ini, Al Quran menyatakan dalam berbagai ayat, antara lain dalam surah 

Asy-Syu’ara ayat 181-184 yang berbunyi : 
                                                 
12

Nur Hidayat, Prinsip-prinsip Akuntansi Syari’ah Suatu Alternatif Menjaga Akuntabilitas 

Laporan Keuangan Syari’ah, (jurnal akuntansi Fakultas Ekonomi, Edisi Februari 2010), 

Universitas Udayana, Bali, 2010 : hlm. 7 
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وَلََ تَ بْخَسُوا . وَزنِوُا باِلْقِسْطاَسِ الْمُسْتَقِيمِ  .أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلََ تَكُونوُا مِنَ الْمُخْسِريِنَ 
وَات َّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ . النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلََ تَ عْثَ وْا فِي الَْْرْضِ مُفْسِدِينَ 

ليِنَ   .الَْْوَّ
“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang 

yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan 

janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu 

merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan dan bertakwalah 

kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.
13

 

 

Kebenaran dan keadilan dalam mengukur (menakar) tersebut, menurut 

Umer Chapra juga menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal pendapatan, 

biaya, dan laba perusahaan, sehingga seorang Akuntan wajib mengukur kekayaan 

secara benar dan adil. Agar pengukuran tersebut dilakukan dengan benar, maka 

perlu adanya fungsi auditing.
14

 

Sistem akuntansi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dan khusus 

diperuntukan bagi akad-akad yang digunakan di lembaga syariah mulai dibakukan 

dengan lahirnya PSAK No. 59. Terhitung Sejak 1992-2002 atau 10 tahun lembaga 

keuangan baik bank syariah maupun entitas syariah yang lain tidak 

memiliki PSAK khusus yang mengatur transaksi dan kegiatan berbasis syariah. 

PSAK No. 59 sebagai produk pertama Dewan Standar Akuntansi Keuangan 

(DSAK) – Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) untuk entitas syariah dan merupakan 

awal dari pengakuan dan eksistensi keberadaan akuntansi syariah di 

Indonesia. PSAK No. 59 Akuntansi Perbankan Syariah dan kerangka dasar 

                                                 
13

Depag RI, Al Quran dan Terjemahan, CV Diponegoro, Bandung, 2000 : hlm. 473 
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Ilham Muhidin, Akuntansi Dalam Islam, Pustaka Setia, Bandung, 2007 : hlm. 5 
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penyusunan laporan keuangan Bank Syariah ini disahkan tanggal 1 Mei 2002 dan 

yang resmi berlaku mulai 1 Januari 2003.
15

 

Kemudian khusus untuk lembaga asuransi syariah, sejak bulan Februari 

2008, Dewan Standar Akuntasi Keuangan (DSAK) telah mengeluarkan PSAK 

No. 111 yang memuat beberapa sistem terkait perkembangan transaksi syariah di 

lembaga asuransi syariah. Pengaturan untuk hawalah digabungkan dengan akad-

akad lain dalam PSAK No. 111 untuk fee-based income yang berbasis syariah, 

seperti kafalah, jualah, dan wakalah. Dengan demikian, lembaga asuransi syariah 

yang memiliki akad kafalah, hawalah atau wakalah dalam kegiatan 

operasionalnya, penyusunan sistem akuntansi harus berdasarkan PSAK No. 111.
16

   

Menurut PSAK No.111 yang telah disempurnakan tahun 2011 tentang 

standar akuntansi keuangan pada lembaga keuangan dan perbankan syariah 

termasuk lembaga asuransi syariah, laporan keuangan akad-akad berbasis syariah 

yang lengkap terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut
17

 : 

a. Neraca ; 

b. Laporan Laba Rugi ; 

c. Laporan Arus Kas ; 

d. Laporan Perubahan Ekuitas ; 

e. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat ; 

f. Laporan Sumber Penggunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah ; 

g. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qordhul Hasan ; 

h. Catatan Atas Laporan Keuangan.  

 

Dengan adanya perbedaan secara landasan nilai antara akuntansi syariah 

dengan konvensional di atas, maka hal ini akan berimplikasi terhadap perbedaan 

                                                 
15

Rifqi Muhammad, Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan implementasi PSAK Syariah, P3EI 

Press Yogyakarta, 2008 : hlm. 4 
16

https://drive.google.com/file/d/0B9Llan14MODTdlYtQ3FQeDhtejg/edit?pli=1 PSAK No. 111 

format PDF. Diakses pada tanggal 15 Juni 2015 
17

Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK Bagi Lembaga Keunagan dan Perbankan Syariah, IKAPI, 

Jakarta 2012, : hlm. 13 
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sistem akuntansi yang digunakan lembaga asuransi syariah. Muhamad Syakir Sula 

mengatakan bahwa dari aspek teknik akuntansi, Asuransi Takaful 

menggambarkan nilai tambah atau keuntungan yang diungkapkan secara adil dan 

transparan.
18

 

Secara garis besar ada beberapa asumsi yang mendasari akuntansi 

Asuransi syariah menurut PSAK No. 111 yaitu
19

 : 

a. Postulat Akuntansi 

1) Konsep Unit Accounting (Businees Entity) 

2) Konsep Going Concern, dengan konsep ini perusahaan diasumsikan untuk 

melangsungkan aktivitasnya dalam jangka panjang. 

3) Konsep periodik, konsep ini menjelaskan bahwa informasi yang disajikan 

dapat diukur dengan periodesasi perusahaan, contohnya zakat yang 

dikenakan setelah memenuhi nisab dan khaul setahun. 

b. Pengakuan pendapatan dan beban 

Prinsip-prinsip pengkuan dan pengukuran akuntansi syariah termasuk dalam 

akuntansi asuransi syariah adalah sebagai berikut : 

1) Prinsip Pengakuan 

a) Pengakuan pendapatan, penerapannya diakui saat direalisasikan 

b) Pengakuan biaya, penerapanya seiring dengan pengakuan biaya, maka 

biaya diterapkan saat dilakukan pembayaran. 

c) Pengakuan rugi-laba, penerapanya saat terjadi atau saat direalisasikan. 
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2) Prinsip-prinsip pengukuran 

a) Prinsip Matching, pengukuran rugi laba terkait dengan periodesasi 

sesuai pengakuan akuntansi 

b) Atribut pengukuran, harta dan kewajiban harus diukur dengan tujuan 

laporan keuangan, yaitu kas dinilai saat direalisasi atau dibayarkan dan 

penilaian harta dan kewajiban dinilai pada periode akhir akuntansi. 

Dengan adanya sistem akuntansi berdasarkan PSAK No. 111 tersebut, 

maka setiap lembaga asuransi syariah yang masih menggunakan PSAK No. 59 

harus meng-konversi atau merubah sistem akuntansinya. Pada setiap peralihan 

sistem atau konversi sistem akuntansi, pada dasarnya selalu terjadi kendala. 

Faktor-faktor dari kendala konversi suatu sistem akuntansi di lembaga asuransi 

syariah biasanya terjadi karena ketidaksiapan sistem komputerisasi dan 

pemahaman tenaga SDM dari staff akunting lembaga yang bersangkutan. Adanya 

konversi sistem akuntansi biasanya terjadi karena pihak manajemen memiliki 

tujuan-tujuan sebagai berikut
20

 : 

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. 

2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, 

baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya. 

3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern yaitu 

untuk memperbaiki tingkat keandalan (Reliability) informasi akuntansi dan 

untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan 

perlindungan kekayaan perusahaan. 
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4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. 

Dalam pencapaian tujuan dari konversi di atas, maka selayaknya pihak 

manajemen perusahaan (dalam hal ini lembaga asuransi syariah) dapat 

mengantisipasi dengan melakukan sosialisasi sistem informasi akuntansi yang 

baru atau dengan melakukan up-grading SDM akunting yang bersangkutan. Up-

grading tersbut dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan pemakai 

informasi, pelatihan dan koordinasi teknisi yang akan menjalankan sistem, 

pengujian sistem, dan pengubahan yang dilakukan untuk membuat sistem 

informasi yang dirancang menjadi dapat dilaksanakan secara operasional. Terdiri 

dari
21

 : 

1. Persiapan Implementasi Sistem 

2. Pendidikan dan Pelatihan Karyawan 

3. Konversi Sistem, Terdapat 4 Pilihan : 

a. Konversi Langsung : Implementasi sistem baru secara langsung dan 

menghentikan pemakaian sistem yang lama. 

b. Konversi Paralel : Implementasi sistem baru secara bersamaan dengan 

pemakaian sistem yang lama selama jangka waktu tertentu. 

c. Konversi Modular : Implementasi sistem baru per bagian sistem (Per 

Modul). 

d. Konversi Phase In : Implementasi sistem baru per unit organisasi (per 

cabang). 

                                                 
21

Ibid, hlm. 50 

repository.unisba.ac.id



15 

 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka kendala dalam konversi sistem informasi 

akuntansi dari PSAK No. 59 ke PSAK No. 111, hal ini dapat diantisipasi dengan 

langkah-langkan sebagaimana yang diuraikan di atas. 

 

1.5 Metode dan Teknik Penelitian 

I.5.1. Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif-

analisis. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok 

manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang.
22

 Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk 

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

Data yang diperoleh selama penelitian ini akan diolah, dianalisis, dan dikaji lebih 

lanjut dengan dasar-dasar teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 

Di dalam skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis karena 

penulis akan meneliti sistem akuntansi asuransi syariah di PT. Allianz Syariah 

Cabang Bandung. 

 

I.5.2 Sumber Data 

Adapun sumber data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini terdiri 

atas sumber data sebagai berikut : 
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a. Sumber Data Primer: Laporan Keuangan PT. Allianz Syariah Cabang 

Bandung, PSAK No. 59 dan PSAK No.111. 

b. Sumber Data Sekunder: Buku-Buku Teori Dari Pustakaan, Dokumen dari PT. 

Allianz Syariah Cabang Bandung. 

 

I.5.3 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini 

meliputi : 

a. Studi Dokumentasi, yaitu melakukan penelitian secara langsung mengenai 

penyusunan laporan keuangan dan sistem akuntansi PT. Allianz Syariah 

Cabang Bandung. 

b. Interview atau Wawancara, yaitu dengan metode ini penulis mengadakan 

tanya jawab dengan bagian Akunting dan Audit Internal serta pihak yang 

berkompeten lainnya di PT. Allianz Syariah Cabang Bandung mengenai 

masalah yang diteliti untuk melengkapi data yang diperlukan. 

c. Studi Kepustakaan, yaitu mempelajari konsep manajmen keuangan dalam 

lembaga asuransi syariah, dan nilai-nilai akuntansi syariah yang terdapat 

dalam buku-buku yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi asuransi 

syariah. 
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I.5.4 Analisa Data  

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode analisa 

kualitatif. Yaitu mengukur tingkat kesesuaian penyusunan laporan keuangan
23

. 

Tingkat kesesuaian yang diukur adalah penyusunan Laporan Keuangan dan sistem 

akuntansi asuransi PT. Allianz Syariah Cabang Bandung dengan standar PSAK 

No. 111 Tentang Transaksi Asuransi Syariah.  

Adapun tahapan proses analisis data kualitatif terdapat beberapa model 

analisis. Langkah-langkah analisis data kualitatifyang dilakukan penulis : 

1. Penulis mengambil data Laporan Keuangan mengenai kegiatan operasional 

asuransi syariah di PT. Allianz Syariah Cabang Bandung. 

2. Penulis mempelajari mengenai PSAK No. 59 dan PSAK No. 111 mengenai 

Transaksi Asuransi Syariah. 

3. Setelah penulis mengambil dan mendapatkan data Laporan Keuangan 

mengenai kegiatan operasional asuransi syariah di PT. Allianz Syariah Cabang 

Bandung dan sudah memahami PSAK No. 111, maka penulis menganalisis 

proses konversi sistem informasi akuntansi syariah dari PSAK No. 59 ke 

PSAK No. 111 di PT. Allianz Syariah Cabang Bandung dan menganalisa 

kendala-kendala yang terjadi selama proses konversi berlangsung. 
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1.6 Sistematika Pembahasan 

Pembahasan-pembahasan dalam penulisan ini, penulis akan menulis 

sistematika ke dalam 5 (lima) bab, yang setiap babnya membahas secara garis 

besarnya sebagai berikut: 

Bab I, Pendahuluan dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode 

penelitian, teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan. 

Bab II, Faktor-faktor Kendala Pelaksanaan Konversi  Sistem Akuntansi 

Asuransi Syariah. Dalam bab ini menguraikan yang meliputi Pengertian 

Akuntansi dan Akuntansi Syariah, Pengertian dan Pengklasifikasian Standar 

Akuntansi Syariah, Transaksi dalam Asuransi Syariah Menurut PSAK No. 111, 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 111 Tentang Transaksi Akuntansi 

Syariah, dan Pelaksanaan Konversi Sistem Informasi Akuntansi PSAK No,111 di 

Lembaga Asuransi Syariah.   

Bab III, Sistem Akuntansi Asuransi Syariah di PT. Allianz Syariah Cabang 

Bandung, meliputi gambaran umum PT. Allianz Syariah Cabang Bandung, 

Produk asuransi PT. Allianz Syariah Cabang Bandung, dan Pelaksanaan Konversi 

Sistem Informasi Akuntansi PSAK No,111 di PT. Allianz Syariah Cabang 

Bandung. 

Bab IV, Faktor-Faktor Kendala Pelaksanaan Konversi  Sistem Akuntansi 

Asuransi Syariah PSAK No. 59 ke PSAK No. 111 dan Upaya Penanggulangannya 

pada PT. Allianz Syariah Cabang Bandung. 

Bab V, Penutup, meliputi simpulan dan Saran.
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